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ABSTRAK 

 
Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan 

masyarakat melalui kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini kemudian 

menyebabkan pemerintah memerlukan kebebasan bertindak atas inisiatif dan 

kebijaksaannya sendiri yang kemudian dalam hukum administrasi dikenal dengan 

konsep Diskresi. Namun pelaksanaan diskresi juga rawan terhadap tindakan 

penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan suatu 

tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari diskresi adalah untuk 

kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat sehingga apabila diskresi 

dilakukan untuk selain dari kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat, maka 

tindakan diskresi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan 

kewenangan yang dapat berimplikasi kepada tindak pidana korupsi apabila terdapat 

niat jahat 

Kata Kunci : Diskresi, Penyalagunaan Kewenangan, Korupsi 
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ABSTRACT 

 
The government has the power to regulate all aspects of people's lives through its 

authority. This condition then causes the government to need the freedom to act on 

its own initiative and discretion which is then known in administrative law as the 

concept of discretion. However, the exercise of discretion is also prone to acts of 

abuse of authority and arbitrariness which can result in a criminal act of corruption 

as regulated in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The 

purpose of discretion is for the public interest or the benefit of the community so that 

if the discretion is exercised for other than the public interest or the benefit of the 

community, then the discretionary action can be qualified as an abuse of authority 

which can have implications for criminal acts of corruption if there is malicious 

intent. 

Keywords: Discretion, Abuse of Authority, Corruption 
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